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Bahas RUU SDI

Baley DPR Ingin Hadirkan
Badan Satu Data Nasional

Senyan tengah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang
Satu Data Indonesia (RUU SDI) dengan pendekatan holistik agar
tidak terjebak pada kepentingan sektoral. Beleid baru tersebut
nantinya mampu membangun keterhubungan antarperaturan
dan lembaga dalam satu ekosistem data nasional,

KETUA Badan Legislasi{ Baleg)
DPR Bob Hasan mengatakan,
berbagai regulasi sektoral akan
ditempatkan sehagal bagian dar
ckosistem vang saling terhubung.
bukan menjad: batasan dalam
membangun tata kelola Satu Data
Indonesia. Karena itu, substansi
beleid haru tersebut mesti meng-
hadirkan kebaruan yang marnpu
menjawab kebutuhan pengelo-
laan data secara menychuruh.
“Kebaruan tu tidak boleh ter-
kat pada awran yang sudah ada.
tetapi tetap memiliki keterkaitan
dan tidak saling bertentangan
dengan undang undang vang su
dah berlaku,” ujar Bob di Gedung
DPR, Jakarta, Selasa(299,2026).
Diketahui, Pemerintah dan
DPR tengah membahas RUL
SDL Ranr.mhan |f=p,ulas1 terse
but mengatur pembagian ke-
wenangan antara Pemerintah
[Pusat u,Pmeu.x}. Pemerintah
Dacrah {Pemda), serta Peme-
rintah Desa (Pemdes) atau ke-
lurahan dalam pengelolaan data.

Pembagian kewenangan itu
mencakup proses |3|Dd‘|kn|.
pengelolaan, pemutakhiran, pe-
nyediaan, hingga pemanfaatan
data sesuai kewenangan masing
sing. Selain i, RUUSDI juga
mengatur pembentukan Badan
Satu Data Indonesia (BSDI) vang
nantinya berperan dalam menga-
ur tata kelola data nasional.

Bob melanjutkan. pendekatan
tersebut diperlukan agar pemben-
tukan regulasi SDI tidak melahir-
kan dualisme maupun multitafsic
dalam pelaksanaannya. Karena
i, aturan yang dibentuk mesti
memiliki arah yang jelas dengan
tetap mengakomodasi keterkaitan
antarsektor,

Selain . substans utama yang
perlu dibangun adalah penve-
lenpgaraan Satu Data Indonesia
yang mampu memastikan data
dapat dibagipakatkan antarlem-
baga. Keterhubungan tersebut
menjadi penting untuk menghasil-
kan data vang memiliki tingkat
validitas dan akurasi vang dapat
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Bob Hasan

dipertanggungjawabkan. “Tanpa
validitas dan akurasi. maka un-
dang-undang ini tidak berguna,”
tegas politisi Gerindra ini.

Bab menilai. pengaturan Satu
Data Indonesia tidak semesti
nya hanya dipandang dari sisi
teknis penvelenggaraan sistem
elektronik. Aspek dig'nal'ﬁaii
memang menjadi bagian pen-
ting. tetapi substanst vang lebth
besar adalah memastikan data
dapat mendukung perencanaan
pembangunan dan kebutuhan
masyarakat terhadap informasi.

Untuk itu, 12 mendorong pem-
bahasan beleid ini tetap berfokus
pada gagasan besar mengenai

penyelenggaraan data nasional.
[embagian peran antarlembaga
mesti ditempatkan dalam satu
chosistem, termasuk dalam aspek
dipitalisasi dan keamanan data.
Bob menekankan, pendekatan
holistk wersebut diperlukan agar
Satu Data Indonesia tidak kehi-
langan tujuan utamanya sebagal
fondasi pengelolaan data nasional.
Dengan orkestrasi dan interopera
blitas vang kuat, data darl berbagal
scktor dapat digunakan secara lebily
terintegrasi untuk mendukung
kebutuhan penyelenggaraan pe-
merintahian dan pelayanan |‘l|b|.ll\
Amggota Baleg DPR Putra Nab.
aban menambahkan: kewenangan
menteri dalam menyusun dan
menetapkan data prioritas nasional
mesti dibatasi dengan parameter
yang objektif. Hal mi dilakukan
untuk mencegah pengelolaan data
menjadi terlalu sentralistik.
"Rumusan yang ada saat ini
berpotensi memberikan ke-
wenangan terlalu luas kepada
menteri apabila tidak disertal
kriteria yang jelas dalam menen
tukan data yang masuk kategori
prioritas nasional," kata Putra
di Jakarta, Selasa {29/9/2020).
Menurut Putra, data priori-
tas nasional seharusnyva tidak
ditentukan secara menyeluruh

hanya berdasarkan kewenangan
menteri. Penetapannya pr'rlu
mengacy pada sejumlah krite-
na yang dapat divkur. "Kami
mengusulkan data prioritas na
sional ditentukan berdasarkan
kriteria objektil” seperti urgensi
pembangunan, dampak lintas
sektoral, dan skala kepentingan
strategis,” saran politisi PDIP ini.

Mlenurut Putra, prinsip tersebut
menjadi semakin penting karena
Indonesia tidak menjalankan tata
kelola pemerintahan yang sentra-
listik. Karena i, pemberian ke-
wenangan dalam pengelolaan data
perlu disertal batasan vang jelas.
"Kita ini hi ’undmn\'dnmuk.n1
senralistik dan kmn]langa|1 itu
tidak holeh seluas-luasnya diberi-
kan. apalagi sedalam-dalamnya,"
kata dia mengingatkan.

Dalam semangat demeokrast,
kata Putra, pembatasan melalui
kriteria objektif dapat menja-
wab kekhawatiran mengenai
kemungkinan tetjadinya sentrali
sasi pengelolaan data.

"Dengan data pricritas nasional
it seolah-olah memberikan ke-
wenanzan yang begin luas kepada
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) dan kemen
terian. sehingga berisiko sentralis-
tik.” tutupnya. m TIF
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